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BUPATI KUNINGAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUNINGAN 
NOMOR : 

TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan 
Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 
7 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan 
Hidup Daerah perlu dibentuk pedoman berkenaan 
dengan tata cara penilaian dan pemeriksaan dokumen 
lingkungan hidup dan penerbitan izin lingkungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin 
Lingkungan; 

Mengingat 1. Undang-undang 
Pembentukan 

Nomor 14 Tahun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

tentang 
dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang 

Pengairan; 
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; 
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011  ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diru bah 
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang; 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Oaerah 
Kabupaten/Kota; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan; 

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi 
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau 
Kegjatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan; 

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup; 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat 
Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan 
Izin Lingkungan; 

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta 
Penerbitan Lingkungan Hidup; 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.97 /Menhut-11/2014 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

21 .  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Penataan Hukum Lingkungan; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 
Tahun 2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kuningan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah; 



Menetapkan 

MEMU TUSKAN 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TATA CARA 

PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 

BAB !  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kuningan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Kuningan 
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Kuningan 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Kuningan 
6. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kuningan adalah tim penilai 

kelayakan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL) 
bagi semua kegiatan dan/atau usaha yang berkedudukan di Kabupaten 
Kuningan 

7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hid up lainnya. 

8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Iingkungan 
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

9. Lim bah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan 
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah 

zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan konsentrasi 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, 
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya 

11.Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya d.isingkat 
limbah B3 adalah sisa usaha dan/atau kegiatanyang mengandung 
bahan berbahaya dan/atau beracun. 

12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut 
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/ a tau kegiatan. 

13. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan Iingkungan 
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pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

14. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, yang 
selanjutnya disebut, SPPL, adalah surat pemyataan kesanggupan dari 
pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam wajib Amdal 
dan/atau UKL-UPL dan juga bagi kegiatan/usaha skala kecil dan mikro. 

15. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

16. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab 
atas suatu rencana usaha dan/ a tau kegiatan yang akan dilaksanakan; 

17. Penapisan adalah proses identifikasi dampak penting terhadap suatu 
rencana usaha dan/atau kegiatan; 

18. Pengawas lingkungan adalah tim yang dibentuk dengan Surat 
Keputusan Bupati Kuningan untuk melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang 
menimbulkan dampak lingkungan sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku. 

19. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

20. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang 
menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal. 

21.  Rekomendasi UKL-UPL adalah persetujuan terhadap suatu Usaha 
dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 

22. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. 

BAB II 
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB 

AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL 

Pasal 2 

(1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen 
Amdal ditetapkan berdasarkan : 
a. Rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting 

terhadap lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan menteri. 
b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dianggap mempunyai darnpak 

penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. 
(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen 

UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 



BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL ATAU SPPL 
Pasal 3 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hid up, wajib memiliki Amdal. 

(2) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disusun oleh pemrakarsa 
dengan melibatkan masyarakat serta mencantumkan 
lembaga/perusahaan/konsultan penyusun Amdal, nama dan keahlian 
masing-masing anggota penyusun Amdal dan minimal memiliki 
Ketua/ Anggota tim penyusun yang sudah memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun Amdal. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 
a. yang terkena dampak; 
b. pemerhati lingkungan hidup; 
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunannya, berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 4 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL; 

(2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UKL-UPL) dibuat dan disusun oleh pemrakarsa dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 5 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib Amdal dan UKL-UPL, wajib memiliki SPPL; 

(2) Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari 
pemrakarsa dibuktikan dengan Surat Pemyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 

Pasal 6 

(1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 ayat (l) ,  pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (I )  wajib sesuai dengan 
tata ruang di Kabupaten Kuningan; 

(2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/ a tau kegiatan tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang, dokumen lingkungan hidup tidak dapat 
dinilai/diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa; 

(3) Dokumen lingkungan hidup, disusun oleh pemrakarsa pada tahap 
perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. 



BAB IV 

KOMISI PENILAI AMDAL 

Pasal 7 

(1) Bupati membentuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten dan menerbitkan 
lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten atas dasar rekomendasi dari 
Instansi Lingkungan Hidup Provinsi. 

(2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) melakukan 
penilaian dokumen Amdal untuk usaha dan/ a tau kegiatan yang: 
a. Bersifat strategis kabupaten; dan atau 
b. Berlokasi di wilayah Kabupaten Kuningan: 

(3) Komisi Penilai Amdal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim 
Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal. 

(4) Pembentukan dan tugas serta fungsi Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis 
dan Sekretariat Komisi Amdal, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

BABV 

PENILAIAN DOKUMEN AMDAL 

DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL 

Pasal 8 

(1)  Pemrakarsa mendaftarkan usaha dan/atau kegiatannya kepada Bupati 
melalui Sadan untuk dilakukan penapisan jenis usaha dan/atau 
kegiatan. 

(2) Bupati melalui Badan akan menetapkan jenis dokumen pengelolaan 
lingkungan yang wajib dibuat dan disusun oleh pemrakarsa dari hasil 
penapisan. 

Pasal 9 

(1) Dokumen pengelolaan lingkungan berupa Amdal yang telah dibuat dan 
disusun dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada 
Bupati melalui Badan, selanjutnya Badan melalui sekretariat Komisi 
Penilai Amdal melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan 
administrasi terhadap Arndal yang diajukan. 

(2) Dokurnen pengelolaan lingkungan berupa Amdal yang telah memenuhi 
kelengkapan administrasi diajukan ke Komisi Penilai Amdal Kabupaten 
Kuningan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan. 

(3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir dokumen 
Andal dan RKL-RPL yang dituangkan dalam rekomendasi hasil penilaian 
kepada Bupati. 

(4) Berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan 
keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. 

(5) Selanjutnya tata cara penilaian dokumen lingkungan berupa Amdal 
dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 



Pasal 10 

(1)  Dokumen UKL-UPL yang telah dibuat dan disusun dari pemrakarsa 
usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Badan, 
selanjutnya Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL dengan 
berkoordinasi dengan lembaga dan/ atau instansi yang membidangi 
usaha dan/atau kegiatan termaksud. 

(2) Dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah 
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dapat memperoleh 
rekomendasi UKL-UPL. 

(3) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dilakukan 
oleh Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Selanjutnya tata cara pemeriksaan dokumen lingkungan berupa UKL 
UPL dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hid up (SPPL) yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang 
telah memenuhi kelengkapan administrasi disampaikan kepada Bupati 
Kuningan melalui Badan untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan. 

BAB VI 

IZIN LINGKUNGAN 

Pasal 12 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL 
wajib memiliki Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 13 

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati, 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL 
RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. 

(3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ,  
harus dilengkapi dengan : 
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemrakarsa; 
b. Dokumen Amdal atau UKL-UPL; 
c. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; 
d. Profil usaha dan/atau kegiatan; 
e. Melakukan konsultasi publik atau membuat izin tetangga yang 

diketahui oleh kepala desa/lurah dan carnat; 
f. Hasil uji laboratorium lingkungan. 



Pasal 14 

(1) Permohonan izin lingkungan wajib diumumkan melalui multimedia dan 
papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan, untuk kegiatan 
yang wajib Arndal, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
dokumen Anda] dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara 
administrasi, untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) 
hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan 
lengkap secara administrasi. 

(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 
terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan bagi 
kegiatan yang wajib Arndal atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
diumumkan untuk kegiatan wajib UKL-UPL. 

(3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat disampaikan kepada bupati melalui badan sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 15 

(1) Izin lingkungan diterbitkan secara bersamaan dengan diterbitkannya 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; 

(2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada 
Kepala Bad an Pelayanan Perizinan Terpadu. 

Pasal 16 

(1) lzin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan; 

(2) Bupati sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan izin 

lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau 
UKL-UPL; 

(3) Jangka waktu izin lingkungan sama dengan jangka waktu izin usaha 
yaitu 5 (lima) tahun. 

Pasal 17 

(1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media 
massa dan/atau multimedia; 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  dilakukan dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. 

Pasal 18 

(1) Pemegang izin lingkungan yang akan melanjutkan usaha dan/atau 
kegiatannya harus mengajukan permohonan perpanjangan/ daftar ulang, 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku habis. 

(2) Tata cara pennohonan perpanjangan izin lingkungan adalah pengusaha 
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b. Fotokopi izin lingkungan yang sudah habis masa berlakunya. 
c. Laporan basil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab usaha 

dan/ a tau kegiatan. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin 
Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka 
pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan wajib mengajukan permohonan 
perubahan Izin Lingkungan; 

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan; 
b. Perubahan pengelolaan dan pemantauaan lingkungan hidup; 
c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang 

memenuhi kriteria : 

1) Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang 
berpengaruh terhadap lingkungan; 

2) Perubahan kapasitas produksi; 
3) Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 
4) Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 
5) Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan; 
6) Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 
7) Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup 

di dalam lzin Lingkungan; 
8) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam 

rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; dan/atau 

9) Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat 
peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu 
usaha dan/ a tau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 

d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan 
hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup 
dan/atau audit lingkungan hid up yang diwajibkan; 

e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/ a tau kegiatan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin 
lingkungan. 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan yang 
diakibatkan terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka 
pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; 

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
dilakukan melalui : 
a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau 
b. Penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL. 

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui 

penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru; 
(\ Decade vevsea Dalreveve% flt rrDr e a l o v e  a»eel 



(7) Penerbitan perubahan izin lingkungan di lakukan bersamaan dengan 
penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 
Rekomendasi UKL-UPL; 

(8) Ketentuan mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 20 

(1) lzin lingkungan dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila: 
a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat 

hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau 
pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; 

b. Pengusaha dan/atau pelaku kegiatan tidak melakukan usaha 
dan/atau kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin 
lingkungan diterbitkan; 

c. Tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah 
dituangkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah dibuat; 

d. Melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku; 

e. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 

f. Pembatalan dan pencabutan izin lingkungan dilakukan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu atas dasar pertimbangan kepentingan 
umum dan pelestarian lingkungan hidup dan laporan dari Badan, 
Dinas/Instansi dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

(2) Dalam hal izin lingkungan dibatalkan dan/atau dicabut, maka izin 
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; 

(3) Selanjutnya tata cara pembatalan dan/atau pencabutan izin lingkungan 
dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 21 

( 1) Pemegang lzin Lingkungan berkewajiban : 
a. Memenuhi persyaratan, standard dan baku mutu lingkungan 

dan/ a tau kriteria baku kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin 
Lingkungan; 

c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan 
lingkungan hidup kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 
instansi yang membidangi perizinan, Kepala instansi yang membidangi 
lingkungan hidup dan Kepala instansi yang membidangi jenis usaha 
dan/atau kegiatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf disampaikan secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan. 



BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 22 

(!) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelasanaan izin lingkungan oleh 
pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Bupati; 

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pembinaan 
dan pengawasan kepada Badan; 

(3) Kepala Badan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan 
pengwasan kepada Bu pati; 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dapat dilakukan tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemrakarsa usaha dan/atau 
kegiatan. 

BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 
Pasal 23 

(1)  Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pemrakarsa usaha 
dan/ a tau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan; 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa : 
a. Teguran tertulis; 
b. Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban; 
c. Pembekuan izin lingkungan; dan atau 
d. Pencabutan izin lingkungan. 

Pasal 24 

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 
(l) didasarkan atas : 
a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup; 
b. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 

pemegang izin lingkungan; 
c. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan 

perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan; 
d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau 
e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 

pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup. 

Pasal 25 

(1) Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali 
berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan 
berikutnya masing-masing paling cepat 7 {tujuh) hari kerja; 
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perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa 
paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban; 

(3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : 
a. Ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 
b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 
c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 

Pasal 26 

Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b berupa : 
a. Penghentian sementara kegiatan usaha/produksi; 
b. Pemindahan sarana produksi; 
c. Penutupan saluran pembuangan air lirnbah atau emisi; atau 
d. Penghentian sementara seluruh kegiatan. 

Pasal 27 

Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin 
lingkungan sebagimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf 
d dilakukan apabila pemra.karsa usaha dan/atau kegiatan tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah. 

Pasal 28 

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tidak 
membebaskan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab 
pemulihan dan pidana. 

BAB VIII 

PENDANAAN 

Pasal 29 

(I) Biaya penyusunan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL dibebankan 
kepada pemrakarsa; 

(2) Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai Amdal, tim teknis, sekretariat 
komisi penilai Amdal, persuratan dan pengadaan peralatan kantor untuk 
menunjang proses pelaksanaan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL 
UPL atau SPPL, penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, 
Rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

(3) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang 
dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada 
pemrakarsa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai 
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BABIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai 
dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan dan dipersamakan 
sebagai lzin Lingkungan. 

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 32 
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Lampiran II 

Nomor 

Tanggal 

Tentang 

Peraturan Bupati Kuningan 

Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 

Hidup dan Penerbit.an lzin Lingkungan 

A. Tata Cara Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup AMDAL 

1. Pemrakarsa menunjuk perusahaan/jasa perorangan konsultan 
penyusun Amdal yang telah teregristasi dan berkompetensi; 

2. Pemrakarsa melaksanakan pengumuman rencana kegiatannya di 
media massa dan papan pengumuman yang mudah dijangkau 
masyarakat selama 10 (sepuluh) hari kerja; 

3. Masyarakat dapat mengajukan saran, tanggapan dan pendapat 
terhadap rencana kegiatan tersebut kepada Sekretariat Komisi 
Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Kuningan; 

4. Dalam masa pengumuman, Pemrakarsa melakukan konsultasi 
publik kepada masyarakat yang akan terkena dampak dan pada 
saat acara konsultasi publik tersebut saran dan masukan 
masyarakat ditampung; 

5. Setelah 10 hari kerja, Pemrakarsa dibantu konsultan menyusun 
draft dokumen Kerangka Acuan Andal; 

6. Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian Kerangka Acuan 
kepada Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan disertai 2 (dua) buah 
draft dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal); 

7. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft 
dokumen KA-Andal, apabila tidak memenuhi ketentuan Sekretariat 
menyerahkan kembali draft dokumen KA-Andal kepada Pemrakarsa 
untuk diperbaiki; 

8. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat KPA 
menjadualkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim 
Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan; 

9. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen KA 

Andal sesuai jumlah undangan peserta rapat; 

10. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis 
pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal yang dihadiri 

Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli 

bila diperlukan; 
11 .  Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan 

Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal; 

12. Risa.lah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa/Konsultan melalui 

surat resmi maksimal 5 (lima) hari kerja setelah rapat 



14. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen 
pembaikan KA-Andal kepada Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan 
dilengkapi dengan draft dokumen KA-Anda! hasil perbaikan; 

15. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadualkan dan 
mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu 
dan tenaga ahli bila diperlukan; 

16. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen KA 
Andal sesuaijumlah undangan peserta rapat; 

17. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis 
pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal yang dihadiri 
Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli 
bila diperlukan; 

18. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Betita Acara dan 
Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal; 

19. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultan 
hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya 
dilakukan oleh Sekretariat KPA; 

20. Bila penyempuma draft dokumen KA-Andal telah selesai dan 
diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft 
surat kesepakatan KA-Anda] dan diajukan ke Kepala BPLHD 
Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan; 

21 .  Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten 
Kuningan menandatangani surat kesepakatan KA-Andal rencana 
usaha/kegiatan termaksud; 

22. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian KA 
Andal (sah secara administrasi) hingga terbitnya surat kesepakatan 
KA-Andal maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari kerja diluar waktu 
perbaikan oleh pemrakarsa/dokumen; 

23. Setelah terbitnya surat kesepakatan KA-Andal memulai penyusunan 
draft dokumen Andal, RKL & RPL; 

24. Setelah draft dokumen Andal, RKL & RPL tersusun, Pemrakarsa 
mengajukan permohonan izin lingkungan ke BPPT Kabupaten 
Kuningan yang dilengkapi dengan draft dokumen Andal, RKL & RPL 
yang telah tersusun; 

25. BPPT Kabupaten Kuningan setelah menerirna surat permohonan izin 

lingkungan selanjutnya mengumumkan permohonan izin 

lingkungan serta mengajukan surat permohonan kajian 

teknis/penilaian dokumen ke BPLHD Kabupaten Kuningan (selaku 
Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan ) disertai draft dokumen 
Andal, RKL & RPL yang telah tersusun; 

26. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan melakukan pemeriksaan 
administrasi terhadap draft dokumen Andal, RKL & RPL, apabila 
tidak memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali draft 

dokumen Andal, RKL & RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki; 



28. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen 
Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan pesrta rapat; 

29. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis 
pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang 
dihadiri Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan 
tenaga ahli bila diperlukan; 

30. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan 
Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen Andal, 
RKL & RPL; 

31 .  Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa/Konsultan melalui 
surat resmi maksimal 5 (lima) hari kerja setelah rapat; 

32. Atas dasar berita acara dan risalah rapat, Pemrakarsa dibantu 
konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen 14 (empat belas) 
hari kerja sejak risalah diterima; 

33. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen 
perbaikan Andal, RKL &% RPL kepada Sekretariat KPA Kabupaten 
Kuningan dilengkapi dengan draft dokumen Anda!, RKL & RPL hasil 
perbaikan; 

34. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadualkan dan 
mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu 
dan tenaga ahli bila diperlukan; 

35. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen 
Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat; 

36. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis 
pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang 
dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan 
tenaga ahli bila diperlukan; 

37. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan 
Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen Andal, 
RKL & RPL; 

38. Apabila perbaikan yang haris dilakukan pemrakarsa/konsultran 
hanya bersifat korektif dan bukan subtantif ma.ka koreksi hanya 
dilakukan oleh Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan; 

39. Bila penyempumaan draft dokumen Andal, RKL & RPL telah 

dinyatakan layak untuk dibahas tingkat Komisi maka Sekretariat 
KPA menjadualkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, 
anggota Komisi Penilai Amdal (termasuk unsur wakil masyarakat 
terkena dampak dan LSM serta tenaga ahli bila diperlukan}; 

40. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen 
Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat; 

41. KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Komisi pembahasan 
penilaian draft dokumen Andal, RKL &% RPL yang dihadiri 

Pemrakarsa, Konsultan, anggota Komisi Penilai Amdal (tennasuk 
unsur wakil masyarakat terkena dampak dan LSM serta tenaga ahli 



43. Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa/Konsultan melalui 
surat resmi maksimal 4 (empat) hari setelah rapat 

44. Atas dasar berita acara dan risalah rapat, Pemrakarsa dibantu 
konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen 14 (empat belas) 
hari kerja sejak risalah diterima; 

45. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen 

perbaikan Andal, RKL & RPL kepada Sektretariat KPA dilengkapi 
dengan draft dokumen Andal, RKL & RPL hasil perbaikan; 

46. Sekretariat KPA menjadualkan dan mengundang Pemrakarsa, 
konsultan, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila 
diperlukan; 

4 7. Pemrakarsa di ban tu konsultan memperbanyak draft dokumen 
Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat; 

48. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis 
pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang 
dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, lntansi tertentu dan 
tenaga ahli bila diperlukan; 

49. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan 
Risalah hasil rapat pembahasan peniklaian draft dokumen Andal, 
RKL & RPL; 

50. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultan 
hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya 
dilakukan oleh Sekretariat KPA; 

51 .  Bila penyempumaan draft dokumen Andal, RKL & RPL telah selesai 
dan diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft 
surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan (SKKLH) 
diajukan ke Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA 
Kabupaten Kuningan; 

52. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten 
Kuningan menandatangani surat rekomendasi 
kelayakan/ketidaklayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan 
tennaksud; 

53. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menyusun draft Surat 
Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup untuk ditandatangani 

oleh Bupati Kuningan Kuningan disertai rekomendasi 
kelayakan/ketidaklayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan 
termaksud; 

54. BPPT Kabupaten Kuningan mengeluarkan izin lingkungan secara 

bersamaan dengan Surat Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan 
Hidup dari Bupati Kuningan dan mengumumkannya pada website 
BPPT dan papan pengumuman resmi; 

55. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian 
Andal, RKL & RPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya surat 
rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan maksimal 



B. Tata Cara Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL 

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada 

kantor BPPT Kabupaten Kuningan, setelah menenma surat 

permohonan izin lingkungan selanjutnya BPPT mengumumkan 

permohonan izin lingkungan pada website BPPT dan papan 
pengumuman resmi serta mengajukan surat permohonan kajian 
teknis/pemeriksaan dokumen ke BPLHD Kabupaten Kuningan 
(selaku Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan ) disertai draft UKL 
UPL yang telah tersusun; 

2. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan melakukan pemeriksaan 
administrasi terhadap draft dokumen UKL-UPL, apabila tidak 
memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali draft 
dokumen UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki; 

3. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat KPA 

Kabupaten Kuningan menjadualkan dan mengundang rapat 

koordinasi yang dihadiri Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu 
dan tenaga ahli bila diperlukan; 

4. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen UKL 
UPL sesuaijumlah undangan peserta rapat; 

5. BPLHD Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Koordinasi 

pembahasan penilaian draft dokumen UKL-UPL yang dihadiri 
Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila 
diperlikan; 

6. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Serita Acara dan 

Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen UKL-UPL; 

7. Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa melalui surat resmi 
maksimal 5 (lima) hari kerja setelah rapat 

8. Atas dasar berita acara dan risalah rapat, Pemrakarsa dibantu 
konsultan (bila pemrakarsa menggunakan jasa konsultan) 

berkewajiban memperbaiki dokumen 14 (empat belas) hari kerja 
sejak risalah diterima; 

9. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen draft 

dokumen UKL-UPL hasil perbaikan kepada Sekretariat KPA 
Kabupaten Kuningan dilengkapi dengan draft dokumen UKL-UPL 

hasil perbaikan; 
10. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadualkan dan 

mengundang Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga 
ahli bila diperlukan; 

1 1 .  Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen UKL 

UPL sesuai jumlah undangan peserta rapat; 

12.  Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis 
pembahasaan penilaian draft dokumen UKL-UPL yang dihadiri 

Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila 



14. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultan 
hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya 
dilakukan oleh Sekretariat KPA; 

15. Bila penyempumaan draft dokumen UKL-UPL telah selesai dan 
diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft 
surat rekomendasi UKL-UPL yang diajukan Ke Kepala BPLHD 
Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan; 

16. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten 
Kuningan menandatangani surat rekomendasi UKL-UPL rencana 
usaha/kegiatan termaksud; 

17. BPPT Kabupaten Kuningan mengeluarkan izin lingkungan secara 
bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL dari BPLHD Kabupaten 
Kuningan dan mengumumkannya pada website BPPT dan papan 
pengumuman resmi; 

18. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian 
UKL-UPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya surat 
rekomendasi UKL-UPL maksimal adalah 14 (empat belas) hari kerja 
diluar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/ dokumen. 

C. Tata Cara Pembuatan Dokumen Lingkungan Hidup SPPL 

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembuatan dokumen 
lingkungan hidup SPPL; 

2. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan melakukan pemeriksaan 
administrasi terhadap pennohonan pemrakarsa, apabila tidak 
memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali permohonan 
kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi; 

3. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat KPA 
Kabupaten Kuningan menjadualkan untuk melakukan tinjauan 

lapangan yang dihadiri oleh Pemrakarsa; 

4. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat dokumen lingkungan 
hidup SPPL untuk ditandatangani oleh Pemrakarsa; 

5. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten 
Kuningan menandatangani dokumen lingkungan hidup SPPL yang 
sudah ditandatangani oleh Pemrakarsa; 

6. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan pembuatan 
SPPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya SPPL maksimal 
adalah 7 (tujuh) hari kerja diluar waktu penandatanganan SPPL oleh 
pemrakarsa. 

BUPATI KUNINGAN 
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Lampiran III 

Nomor 

Tanggal 

Tentang 

Peraturan Bupati Kuningan 

Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 

Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan 

A. Contoh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 

KOP SURAT BUPATI 

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR : .. .. .. TAHUN . 

TENTANG 
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

RENCANA KEG IATAN (judul rencana kegiatan) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang .a. Bahwa rencana (judul rencana kegiatan), belum diatur 

dalam (masukkan persetujuan dokumen lingkungan yang 
telah dimiliki); 

b. bahwa dalarn rangka pengendalian darnpak penting 
terhadap lingkungan hidup akibat dari rencana kegiatan 
(judul rencana kegiatan), maka perlu disusun Analisis 

Dampak Lingkungan Hidup (Anda!), Rencana Pengelolaan 
Lingkungan Hidup {RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan Hid up (RPL); 

c. bahwa mengingat hal tersebut diatas, perlu ditetapkan 
Keputusan Bupati Kuningan tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan (judul rencana 
kegiatan); 

tentang 
dalam 

Tahun 1950 
Kabupaten 

Undang-Undang Nomor 14 
Pembentukan Daerah-derah 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan 

: 1. Mengingat 



7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup; 

8. Peraturan Derah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Kuningan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah. 

Memperhatikan: Hasil rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL pada tanggal 
. . . . . .  dan rapat Komisi Penilai AMDAL pada tanggal . . . . . . .  di 
.. . . .  .  . .  mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan 
Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 
Rencana Kegiatan (judul rencana kegiatan); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

: KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KELAYAKAN 
LlNGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN (judul rencana 
kegiatan). 

: Rencana Kegiatan (judul rencana kegiatan) dinyatakan layak 
ditinjau dari aspek lingkungan hidup. 

: Rencana (judul rencana kegiatan), meliputi: 
1. (dekripsi kegiatan). 
2. (deskripsi kegiatan). 

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak, dari aspek fisik kimia, 
biologi, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat pada 
tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi 
rencana usaha dan/ atau kegiatan, diperoleh dampak pen ting 
yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini, 
yang meliputi: 
1. (dampak penting). 
2. (dampak penting). 

Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana 
dimaksud dalam diktum KETIGA, (pemrakarsa kegiatan) 
wajib melakukan pengelolaan, yang terdiri dari : 
1. dampak , dengan: 

a. (rencana pengelolaan); 
b. (rencana pengelolaan); 

2. dampak . . . . . . »  dengan: 
a. (rencana pengelolaan); dan 

b. (rencana pengelolaan). 

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan 



KEENAM 

KETUJUH 

: Disamping izin lingkungan serta izin perlind ungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KELIMA, (pemrakarsa kegiatan) wajib memiliki izin 
usaha dan/ a tau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya. 

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 

BUPATI KUNJNGAN 

................................ 



B. Contoh Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan paya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 

KOP SURAT BPLHD 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN LING KU NGAN H!DUP DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN 

NO MOR : TAHUN . 
TENTANG 

REKOMENDAS! UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) 

(Masukan judul rencana kegiatan) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan (judul rencana kegiatan), 
termasuk kegiatan yang wajib menyusun Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); 

b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak 
terhadap lingkungan hidup akibat dari rencana 
kegiatan (judl rencana kegiatan), maka perlu 
disusun formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
(UKL-UPL); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan 
tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan (udul 
rencana kegiatan); 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 



Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan 
Hid up; 

9. Peraturan Derah Kabupaten Kuningan Nomor 26 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kuningan; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Per!indungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah. 

Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal (masukan tanggal 
rapat) di (tempat rapat) dengan Berita Acara Nomor: 
(nomor Berita Acara) mengenai Pemeriksaan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana 
Kegiatan (judul rencana kegiatan); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN 
HIDUP DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG 
REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LlNGKUNGAN 
HlDUP (UKL-UPL) KEGIATAN (jdul rencana kegiatan) 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana 
Kegiatan (judul rencana kegiatan), dinyatakan dapat 
disetujui. 

Rencana (judul rencana kegiatan), meliputi: 
I. (deskripsi kegiatan); 
2. (deskripsi kegiatan); 
3. (deskripsi kegiatan). 

Untuk menanggulangi dampak lingkungan yang 
dihasilkan dari rencana (judul rencana kegiatan), wajib 
melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang 
tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup 
dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). 

Setelah diterbitkan rekomendasi UKL-UPL ini, (nama 



KELIMA 

KEENAM 

Rekomendasi UKL-UPL ini tetap berlaku sepanjang 
tidak terjadi perubahan rencana kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada diktum KEDUA. 

Keputusan Kepala Badan ini mulai ber1aku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kuningan 

Pada tanggal : 

KEPALA BADAN 
PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN, 

Pangkat 
NIP 



C. Contoh lzin Lingkungan Untuk Amdal dan UKL-UPL 

KOP SURAT BPPT 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
NOMOR : TAHUN . 

TENTANG 
!ZIN LINGKUNGAN 

KEGIATAN(judul rencana kegiatan) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

a. Bahwa kegiatan (iudul rencana kegiatan), merupakan 
kegiatan yang wajib memiliki dokumen Iingkungan 
hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Amdal)/ Upaa pengelolaan lingkungan dan upaya 
pemantauan lingkungan (UKL-UPL) ; 

b. Bahwa terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib 
memiliki Amdal/UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau 
dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin 
lingkungan; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sebagai 
pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu tentang Izin Lingkungan Kegiatan 
(judul rencana kegiatan); 

: 1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
zin Lingkungan; 

3. 

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011  ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Togas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

1 .  Keputusan Kepala Sadan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah Kabupaten Kuningan Nomor . 
Tahun tentang Kelayakan Lingkungan 
Hidup/Rekomendasi Lingkungan Hidup (judul rencana 
kegiatan); 

2. (Persetujuan dokumen lain yang telah dimiliki). 



KESATU 

KEDUA 

KETJGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

III ADAN 

:  Memberikan izin lingkungan kepada: 
1.  Nama Perusahaan 

2. Jenis Usaha 
dan/atau Kegiatan 

3. Penanggung Jawab 
4. Jabatan 

5. Alamat Kantor 

6. Telp/Fax 
7. Lokasi Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini 

mencakup: 
1. (deskripsi kegiatan eksisting). 
2. (deskripsi rencana kegiatan). 

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib 
mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan 
apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau 
kegiatannya dan/ a tau oleh sebab lain sesuai dengan 
kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 2  tentang Izin 
Lingkungan. 

(Pemrakarsa kegiatan) dalam melaksanakan kegiatannya 
harus memenuhi persyaratan memiliki: 
a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

untuk tahapan .. . .  berupa izin . . . . . . . ;  dan 
b. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang 

terkait dengan kegiatannya. 

lnstansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan 
sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA. 

(Pemrakarsa kegiatan), dalam melaksanakan kegiatannya 
harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan 
pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Kepala Instansi ini. 

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn diktum 
KEEN AM penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan 
wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan 
teknologi, sosial ekonomi dan institusi sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini. 



KESEMBILAN 

KESEPULUH 

KESEBELAS 

KEDUABELAS 

1.  Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun 
daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan 
ini; 

2. Mengupayakan aplikasi 3R (reduce, reuse, dan recycle) 
terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; 

3. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah 
daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang 
terkena dampak dari aktivitas kegiatan prakonstruksi, 
konstruksi dan operasional; 

4. Melaksanakan ketentuan kegiatan usaha sesuai dengan 
SOP yang telah disepakati; dan 

5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan 
lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan 
kegiatan tersebut. 

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KELIMA wajib mencantumkan segala persyaratan dan 
kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin 

Lingkungan ini. 

Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang 
terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 
(enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan ini 
ditetapkan, kepada : 
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
2. Gubemur Provinsi Jawa Barat, u.p. Kepala Sadan 

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat; 
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Kuningan; 
4. Kepala Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kuningan; 
5. Dinas teknis terkait jenis usaha. 

Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, di luar 
dari komponen fisik, kimia,dan biologi setiap 6 (enam) 
bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan, 
kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini. 

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan 
timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting 
yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran Keputusan Kepala Badan ini, penanggungjawab 
usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada 
instansi sebagaimana dimaksud dalam dictum 
KESEPULUH dan diktum KESEBELAS paling lama 30 
(tigapuluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak 
lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib 
i1ala.lo 



KETIGABELAS : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sama dengan masa 
berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan. 

KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 

KEPALA BADAN 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

KABUPATEN KUNINGAN 

NAMA 
Pangkat 

NIP 
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E. Contoh Format Surat Pemyataan Kesangggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (PPL) 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN 

PEMAN TAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

· Nama 

Jabatan 

· Alamat 

· Nomor Telp. 

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: 

· Nama perusahaan/Usaha 

· Alamat perusahaan/usaha 

· Nomor telp. Perusahaan : . 

· Jenis Usaha/sifat usaha 

· Kapasitas Produksi 

dengan dampa.k lingkungan yang terjadi berupa: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dst. 



merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan 

melalui: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dst. 

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan 

seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di 

atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. 

Kuningan, 20 

Mengetahui 
Kepala Badan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten Kuningan 

Yang menyatakan, 

Materai 6000 

Nama 

Pangkat 
NIP 

Nama 

BUPATI KUNIN GAN 

A 

p 

/> I 
HAMID SUGANDA 


